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ABSTRAK

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan daerah
dalam membayar semua biaya kegiatan operasional pemerintahan, pembangunan
daerah serta pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain. Dapat
dikatakan bahwa kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat
ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Sumber dana untuk
membiayai kegiatan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah. Penelitian ini
menggunakan objek sebanyak 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan
antara data cross-section 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan data
time series tahunan dari 2015 sampai 2019. Secara metodologis, penelitian ini
menggunakan data kuantitatif dan data sekunder dengan Provinsi Jawa Tengah
sebagai populasi dan sampel seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data panel dengan pendekatan
terpilih adalah fixed effect model. Penelitian ini menggunakan model regresi linier
berganda dengan alat analisis software e-views. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mendeskripsikan pengaruh variabel independen: investasi, pendapatan
perkapita, dan upah minimum kabupaten/kota terhadap variabel dependen
kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2015-2019.
Berdasarkan hasil uji F (uji simultan), penelitian ini menunjukkan bahwa semua
variabel independen secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan
berdasarkan hasil uji t (uji parsial), variabel investasi berpengaruh positif
signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Variabel kemakmuran daerah
yang diukur dengan pendapatan perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap
kemandirian keuangan daerah. Variabel upah minimum kabupaten/kota tidak
berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci : kemandirian keuangan daerah, investasi, pendapatan
perkapita, dan upah minimum kabupaten/kota.
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ABSTRACK

Regional financial independence describes the ability of the region to
pay all the costs of government operational activities, regional development and
services to the community without assistance from other parties. It can be said
that the financial independence of the region describes the level of dependence of
the region on external sources of funds. The source of funds to finance the activity
comes from the local revenue. This study used objects as many as 35 districts /
cities in Central Java Province. The data used in this study is panel data which is
a combination of cross-section data of 35 districts/cities in Central Java Province
and annual time series data from 2015 to 2019. Methodologically, this study uses
quantitative data and secondary data with Central Java Province as a population
and samples of all districts / cities in Central Java Province. In this study using
data panel analysis techniques with the selected approach is fixed effect model.
This study uses multiple linear regression models with e-views software analysis
tools.

The purpose of this study is to describe the influence of independent
variables: investment, per capita income, and the minimum wage of districts /
cities to the dependent variables of regional financial independence in Central
Java Province in the period 2015-2019. Based on the results of the F test
(simultaneous test), this study shows that all independent variables together have
a positive and significant effect on regional financial independence in Central
Java Province. While based on the results of the t test (partial test), investment
variables have a significant positive effect on regional financial independence.
Regional prosperity variables as measured by per capita income have a
significant positive effect on regional financial independence. The district/city
minimum wage variable has no effect on regional financial independence.

Keyword : regional financial independence, investment, per capita income,
district/city minimum wage.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada mulanya Indonesia menganut sistem sentralisasi yang mana
mengakibatkan daerah tidak merata. Tetapi seiring berjalannya waktu sistem
pemerintahan Indonesia mulai tahun 1999 diganti dengan sistem
desentralisasi. Dengan adanya sistem desentralisasi, Undang-Undang yang
berlaku juga diperbarui yang semula Undang-Undang No. 5 Tahun 1974
kemudian diganti menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Pada tahun
2004 diperbarui lagi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dengan
adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 maka pemerintah provinsi
maupun pemerintah pusat memberikan wewenang yang nyata, luas, dan
bertanggungjawab kepada daerah (Mukarramah, 2017).

Halim dan Kusufi dalam Wardani (2019) menyebutkan bahwa sistem
desentralisasi adalah wilayah otonom yang mempunyai wewenang dalam
mengurus dan mengatur daerahnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Sistem desentralisasi dibentuk dengan sebab masyarakat Indonesia
mengharapkan daerahnya agar mandiri. Sistem desentralisasi bertujuan agar
pertumbuhan ekonomi meningkat dan pembangunan daerah juga meningkat.
Selain itu, bagi daerah yang tertimpang ikut berkurang dan daerah dapat
memperbaiki pelayanan umum. Adanya sistem desentralisasi, daerah
diharuskan untuk menyelenggarakan pembangunan pada sarana dan prasarana

umum di semua bidang (Mukarramah, 2017).



Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pembangunannya secara
mandiri mulai dari merencanakan, melaksanakan, hingga membiayainya.
Dengan dilaksanakannya pembangunan secara mandiri, daerah berharap agar
pembangunannya bermanfaat antara lain: mendorong perekonomian daerah
dan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat,
meningkatkan pendapatan asli daerah, mendorong investasi dan

meningkatkan kemakmuran daerah.

Pendapatan daerah diperoleh dari dana perimbangan, pendapatan asli
daerah, pinjaman daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki komponen antara lain : retribusi,
pajak, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah misalnya bunga deposito,
hasil jual aset tetap dan pendapatan angsuran/cicilan. Pemerintah daerah
diharapkan untuk menggali dan mengatur sumber daya yang ada agar daerah
tidak ketergantungan dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Daerah yang
mandiri dapat diukur dengan besar kecilnya jumlah anggaran yang diberikan
oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Dapat dikatakan kemandirian daerah adalah daerah yang memperoleh
bantuan anggaran sekecil mungkin dari pemerintah provinsi maupun

pemerintah pusat.

Jawa Tengah adalah Provinsi yang ada di Pulau Jawa dengan 35
kabupaten/kota. Pada tahun 2019, Kota Semarang menerima pendapatan asli
daerah terbesar se-Jawa Tengah. Menurut data yang diambil dari website

kementerian keuangan, Kota Semarang meraih peringkat pertama yang



menerima pendapatan asli daerah. Peringkat kedua diraih oleh Kabupaten

Banyumas, disusul Kota Surakarta yang menduduki peringkat ketiga,

Kabupaten Cilacap menduduki peringkat keempat dan Kabupaten Magelang

menduduki peringkat kelima.

Tabel 1.1 PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No Daerah PAD 2019 No Daerah PAD 2019
1 | Kota Semarang 2.159.411.774.000 | 19 | Kab. Wonosobo 211.013.295.000
2 | Kab. Banyumas 686.815.391.140 | 20 | Kab. Boyolali 331.678.459.000
3 | Kota Surakarta 545.791.815.386 | 21 | Kab. Klaten 273.720.225.000
4 | Kab. Brebes 381.974.992.000 | 22 | Kab. Wonogiri 223.667.852.000
5 | Kab. Cilacap 500.332.718.300 | 23 | Kab. Karanganyar 327.921.842.000
6 | Kab. Semarang 34.140.000.000 | 24 | Kab. Sragen 318.667.208.000
7 | Kab. Tegal 416.867.970.000 | 25 | Kab. Blora 200.000.000.000
8 | Kab. Grobogan 344.559.032.450 | 26 | Kab. Rembang 291.855.438.000
9 | Kab. Kebumen 401.172.210.000 | 27 | Kab. Jepara 359.893.706.000
10 | Kab. Sukoharjo 315.261.722.000 | 28 | Kab. Demak 339.730.114.000
11 | Kab. Pekalongan 341.344.415.574 | 29 | Kab. Temanggung 249.681.537.000
12 | Kab. Pati 326.366.340.000 | 30 | Kab. Kendal 414.115.748.000
13 | Kab. Kudus 343.823.560.000 | 31 | Kab. Batang 235.221.114.000
14 | Kota Tegal 227.841.240.000 | 32 | Kab. Pemalang 278.490.102.000
15 | Kab. Magelang 417.117.249.361 | 33 | Kota Magelang 222.478.414.000
16 | Kab. Purbalingga 266.840.260.000 | 34 | Kota Salatiga 221.454.276.000
17 | Kab. Banjarnegara 231.817.471.000 | 35 | Kota Pekalongan 215.689.200.000
18 | Kab. Purworejo 282.944.007.000

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Investasi yang dilakukan pemerintah daerah juga ikut memberi

kontribusi bagi kemandirian daerah. Pada awalnya investasi pemerintah diatur

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, kemudian diganti dengan Undang-

Undang No. 8 Tahun 2007, dan diganti kembali menjadi PP No. 1 Tahun

2008. Simbolon menyatakan bahwa investasi yang dilaksanakan pemerintah

dapat berupa surat berharga yang bertujuan memperoleh kegunaan secara




ekonomi (Purnama, 2016).

Para investor banyak yang tertarik untuk menanamkan modalnya di
Provinsi Jawa Tengah dikarenakan mudah dalam pelayanan perizinannya.
Jawa Tengah menduduki peringkat pertama sebagai pengadaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaik se-Indonesia pada saat Investment Award
2018 (Tempo.co, 2019).

Tabel 1.2 Investasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Investasi Investasi
No Daerah (dalam Juta No Daerah (dalam Juta
Rupiah) Rupiah)
1 | Kota Semarang 8.534.747,9 | 19 | Kab. Wonosobo 16.125,3
2 | Kab. Banyumas 614.635,3 | 20 | Kab. Boyolali 1.113.601,2
3 | Kota Surakarta 383.298,8 | 21 | Kab. Klaten 229.788,5
4 | Kab. Brebes 67.550,8 | 22 | Kab. Wonogiri 42.569,2
5 | Kab. Cilacap 4.805.118,2 | 23 | Kab. Karanganyar 989.035,4
6 | Kab. Semarang 2.141.898,6 | 24 | Kab. Sragen 2.441.479,0
7 | Kab. Tegal 59.570,2 | 25 | Kab. Blora 13.246,2
8 | Kab. Grobogan 215.708,8 | 26 | Kab. Rembang 427.814,8
9 | Kab. Kebumen 71.422,6 | 27 | Kab. Jepara 8.365,1
10 | Kab. Sukoharjo 1.107.151,3 | 28 | Kab. Demak 463.882,8
11 | Kab. Pekalongan 1.241.009,1 | 29 | Kab. Temanggung 93.391,0
12 | Kab. Pati 106.167,7 | 30 | Kab. Kendal 311.708,4
13 | Kab. Kudus 687.187,7 | 31 | Kab. Batang 544.148.,6
14 | Kota Tegal 13.494,7 | 32 | Kab. Pemalang 103.357.,8
15 | Kab. Magelang 125.480,3 | 33 | Kota Magelang 12.966,2
16 | Kab. Purbalingga 9.103,8 | 34 | Kota Salatiga 121.931,2
17 | Kab. Banjarnegara 148.609,1 | 35 | Kota Pekalongan 96.123,0
18 | Kab. Purworejo 113.205,0

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Selain investasi, kemandirian keuangan daerah juga dapat dilihat dari
kemakmuran daerah. Daerah yang makmur merupakan daerah yang dapat
mencukupi kebutuhannya agar masyarakatnya sejahtera (Firmansyah, 2017).

Menurut Todaro dalam Firmansyah (2017), salah satu cara untuk mengukur




daerah yang makmur adalah menggunakan pendapatan perkapita. Imawan
dalam Firmansyah (2017), menyatakan bahwa perolehan penerimaan daerah
yang besar akan semakin meningkatkan kemakmuran daerah dan daerah

semakin mempunyai peluang untuk mandiri.

Dari data yang ditampilkan pada tabel 1.3, pendapatan perkapita di

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan.

Tabel 1.3

Pendapatan Perkapita Provinsi Jawa Tengah (dalam Juta Rupiah)

No Daerah 2015 2016 2017 2018 2019
1 Kota Semarang 64,14 66,82 70,04 73,42 77,35
2 Kab. Banyumas 19,05 20,02 21,11 22,28 23,50
3 Kota Surakarta 55,55 58,30 61,39 64,70 68,21
4 | Kab. Brebes 14,92 15,61 16,44 17,25 18,17
5 | Kab. Cilacap 52,14 54,51 55,66 57,09 58,16
6 | Kab. Semarang 28,74 29,87 31,15 32,54 33,92
7 | Kab. Tegal 14,04 14,82 15,62 16,39 17,26
8 | Kab. Grobogan 11,81 12,28 12,94 13,64 14,29
9 | Kab. Kebumen 13,60 14,24 14,93 15,71 16,55
10 | Kab. Sukoharjo 25,01 26,22 27,51 28,89 30,36
11 | Kab. Pekalongan 15,14 15,82 16,56 17,41 18,22
12 | Kab. Pati 20,09 21,07 22,15 23,29 24,53
13 | Kab. Kudus 78,23 79,24 80,82 82,48 84,07
14 | Kota Tegal 36,38 38,21 40,34 42,57 44,84
15 | Kab. Magelang 15,15 15,82 16,51 17,25 18,02
16 | Kab. Purbalingga 15,73 16,33 17,04 17,79 18,62
17 | Kab. Banjarnegara 13,60 14,25 14,97 15,72 16,52
18 | Kab. Purworejo 15,29 16,03 16,83 17,68 18,59
19 | Kab. Wonosobo 14,58 15,29 15,86 16,59 17,46
20 | Kab. Boyolali 18,86 19,75 20,78 21,85 23,03
21 | Kab. Klaten 19,47 20,40 21,41 22,50 23,67
22 | Kab.Wonogiri 17,89 18,77 19,71 20,73 21,74
23 | Kab. Karanganyar 24,86 25,97 27,23 28,61 30,05
24 | Kab. Sragen 24,33 25,65 27,09 28,56 30,15
25 | Kab. Blora 15,12 18,60 19,64 20,42 21,18




26 | Kab. Rembang 17,52 18,30 19,43 20,42 21,33
27 | Kab. Jepara 14,48 14,99 15,58 16,26 17,00
28 | Kab. Demak 13,34 13,88 14,54 15,18 15,84
29 | Kab. Temanggung 16,75 17,43 18,15 18,92 19,71
30 | Kab. Kendal 26,28 27,52 28,89 30,33 31,84
31 | Kab. Batang 16,59 17,27 18,08 18,95 19,81
32 | Kab. Pemalang 11,39 11,97 12,60 13,28 14,02
33 | Kota Magelang 43,44 45,59 47,92 50,37 53,01
34 | Kota Salatiga 42,21 43,82 45,65 47,65 49,80
35 | Kota Pekalongan 20,39 21,28 22,22 23,28 24,35

Sumber: Badan Pusat Statistik dan diolah

Faktor lain yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah yaitu
upah minimum kabupaten/kota. Upah minimum ialah upah terendah yang
harus dibayar kepada buruh atau karyawan dari perusahaan atas usaha yang
telah dilakukan. Dasar ditetapkannya UMK yaitu Permenaker Nomor 05
Tahun 1989. UMK ditentukan secara langsung oleh gubernur yang jumlahnya
harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi (Merdekawaty et al., 2016).

Pada tahun 2019 upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Tengah tertinggi adalah Kota Semarang sebesar 2,4 juta rupiah, tertinggi
kedua adalah Kabupaten Demak sebesar 2,2 juta rupiah, tertinggi ketiga
adalah Kabupaten Kendal sebesar 2,08 juta rupiah, tertinggi keempat adalah
Kabupaten Semarang sebesar 2,05 juta rupiah, dan tertinggi kelima adalah
Kabupaten Kudus sebesar 2,04 juta rupiah. Sedangkan upah minimum
kabupaten/kota terendah adalah Kabupaten Banjarnegara sebesar 1,61 juta
rupiah, terendah kedua adalah Kabupaten Wonogiri sebesar 1,65 juta rupiah,

dan terendah ketiga adalah Kabupaten Rembang sebesar 1,66 juta rupiah.



Gambar 1.1 Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2019

Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kota Pekalongan 1.906.922
Kota Salatiga 1.875.325
Kota Magelang 1.707.000
Kab. Pemalang 1.718.000
Kab. Batang 1.900.000
Kab. Kendal 2.084.393
Kab. Temanggung 1.682.027
Kab. Demak 2.240.000
Kab. Jepara 1.879.031
Kab. Rembang 1.660.000
Kab. Blora 1.690.000
Kab. Sragen 1.673.500
Kab. Karanganyar 1.833.000
Kab. Wonogiri 1.655.000
Kab. Klaten 1.795.061
Kab. Boyolali 1.790.000
Kab. Wonosobo 1.712.500
Kab. Purworejo 1.700.000
Kab. Banjarnegara 1.610.000
Kab. Purbalingga 1.788.500
Kab. Magelang 1.882.000
Kota Tegal 1.762.000
Kab. Kudus 2.044.468
Kab. Pati 1.742.000
Kab. Pekalongan 1.859.885
Kab. Sukoharjo 1.783.500
Kab. Kebumen 1.686.000
Kab. Grobogan 1.685.500
Kab. Tegal 1.747.000
Kab. Semarang 2.055.000
Kab. Cilacap 1.989.058
Kab. Brebes 1.665.850
Kota Surakarta 1.802.700
Kab. Banyumas 1.750.000

Kota Semarang

2.498.588

Sumber : Badan Pusat Statistik dan diolah

Penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2016) menyatakan bahwa
retribusi, pajak dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai
pengaruh yang positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Variabel

investasi dan retribusi mempunyai pengaruh yang positif terhadap



kemandirian keuangan daerah. Akan tetapi variabel hasil kekayaan daerah
yang dipisahkan dan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kemandirian
keuangan daerah. Variabel dana perimbangan dan leverage mempunyai

pengaruh yang negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Firmansyah (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa
likuiditas yang diukur menggunakan rasio kas mempunyai pengaruh yang
positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Tingkat leverage mempunyai
pengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.
Ukuran daerah mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap
kemandirian keuangan daerah, dan kemakmuran daerah mempunyai pengaruh

signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Novalistia (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel
pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan
daerah. Variabel retribusi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan
terhadap kemandirian keuangan daerah. Variabel lain-lain PAD yang sah
mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemandirian
keuangan daerah, serta variabel dana bagi hasil pajak mempunyai pengaruh

yang positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya terdapat
hasil penelitian yang berbeda yang semakin menambah minat peneliti untuk
meneliti tema ini. Peneliti memilih daerah observasi di Provinsi Jawa Tengah

dan menggunakan variabel independen: investasi, kemakmuran daerah yang



diukur dengan pendapatan perkapita, dan upah minimum kabupaten/kota.

Investasi, kemakmuran daerah dan upah minimum kabupaten/kota merupakan

faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan latar

belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian

dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian

Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019”.

B. Rumusan Masalah

1.

Apakah investasi mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan
daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2019?

Apakah kemakmuran daerah yang diukur dengan pendapatan perkapita
mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi
Jawa Tengah pada tahun 2015-2019?

Apakah upah minimum kabupaten/kota mempunyai pengaruh terhadap
kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-
2019?

Apakah investasi, kemakmuran daerah yang diukur dengan pendapatan
perkapita, dan upah minimum kabupaten/kota secara bersama-sama
mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi

Jawa Tengah pada tahun 2015-2019?

C. Tujuan Penelitian

1.

Mengetahui dan menganalisis pengaruh investasi terhadap kemandirian

keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2019.



2.
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Mengetahui dan menganalisis pengaruh kemakmuran daerah yang diukur
dengan pendapatan perkapita terhadap kemandirian keuangan daerah di
Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2019.

Mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten/kota
terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah pada
tahun 2015-2019.

Mengetahui dan menganalisis secara bersama-sama pengaruh investasi,
kemakmuran daerah yang diukur dengan pendapatan perkapita, dan upah
minimum kabupaten/kota terhadap kemandirian keuangan daerah di

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2019.

D. Manfaat Penelitian

1))

2)

Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah daerah. Selain itu diharapkan dapat menjadi saran untuk
kedepannya pada saat menyusun peraturan yang ada hubungannya dengan
kemandirian keuangan daerah serta faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap kemandirian keuangan daerah.
Akademisi dan masyarakat

Dapat menambah wawasan mengenai keuangan daerah dan dapat
dijadikan rujukan untuk penelitian yang akan datang terkait sektor publik.
Dan juga dapat mengetahui kinerja pemerintah daerah dengan rasio

kemandirian keuangan daerah.
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3) Penyusun
Bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel yang telah
ditentukan pada penelitian ini. Dengan demikian, peneliti dapat memberi

masukan kebijakan kepada pemerintah terkait pendapatan daerah serta

penggunaanya.
E. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahsan terbagi atas lima bab yang saling berhubungan.
Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang
jelas pada suatu penelitian. Secara rinci, sistematika pembahasan dapat

diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan bab pertama yang harus disusun peneliti
sehingga bisa mengantarkan pada tahapan penelitian yang lebih lanjut. Pada
bagian pendahuluan terbagi atas beberapa sub bab antara lain latar belakang
yang memaparkan fenomena kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya
permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian disusun menjadi
rumusan masalah. Kemudian dari rumusan masalah dibentuk tujuan

penelitian dan kegunaannya.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari teori-teori yang terkait dalam
penelitian serta telaah pustaka dari penelitian terdahulu. Pada bab ini juga

menjelaskan hipotesis sebagai dugaan awal terhadap penelitian.

Bab III Metode Penelitian yang memaparkan tentang deskripsi bagaimana

penelitian akan dilaksanakan secara operasional dan memaparkan jenis
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penelitian, sumber data yang diteliti, populasi dan sampel, teknik pemilihan

sampel, serta alat analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan, berisi hasil penelitian berupa
analisis deskriptif dan interpretasi berdasarkan olahan data. Pemaparan pada

bab ini merupakan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah.

Bab V Penutup yang terdiri atas kesimpulan dari jawaban rumusan
masalah dalam penelitian. Pada bab ini terdiri dari saran dan masukan yang
akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian
ini. Selain itu, juga berisi penyampaian keterbatasan yang ada sebagai bahan

evaluasi lebih lanjut di masa yang akan datang.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian dengan referensi penelitian terdahulu
dan melaksanakan analisis data hasil regresi, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian
keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

2. Kemakmuran daerah yang diukur dengan pendapatan perkapita
memberikan pengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan
daerah di Provinsi Jawa Tengah.

3. Upah minimum kabupaten/kota tidak berpengaruh terhadap kemandirian
keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

4. Secara bersama-sama (simultan) seluruh variabel berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa

Tengah.

B. Keterbatasan

Penyusun menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam
menyusun penelitian ini antara lain: peneliti kesulitan dalam mencari
referensi observasi terdahulu tentang kemandirian keuangan daerah.
Penelitian ini hanya meneliti sampai tahun 2019 karena keterbatasan data.

Pada penelitian ini masih memakai alat analisis data panel biasa.
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C. Saran

Setelah membaca uraian penelitian dan kesimpulan di atas, penyusun

memberikan saran untuk penelitian yang akan datang serta untuk instansi

terkait selaku pembuat kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1.

Pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan seyogyanya untuk lebih
memotivasi dan mendorong masyarakat dalam upaya meningkatkan
perolehan PAD agar maksimal. Pemerintah juga diharapkan mencari
opsi-opsi lain yang boleh jadi sebagai solusi dalam menangani kesulitan
anggarannya.

Bagi peneliti yang akan datang diharapkan untuk bisa menambah
variabel baru yang belum dipakai pada penelitian terdahulu agar
diperoleh hasil yang lebih baik.

Bagi warga masyarakat diharapkan agar lebih berpartisipasi membantu
pemerintah untuk menjadikan daerah yang lebih makmur. Pihak

masyarakat juga dihimbau untuk taat membayar pajak tepat waktu.
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